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Abstract - This study aims to analyze the implementation of protocol service policies at the
Coordinating Ministry for Human Development and Culture as a strategic instrument in supporting
good governance. Using a descriptive qualitative research design based on institutional case studies,
data were collected through in-depth interviews, participant observation, and analysis of official
documents. The results indicate that protocol services have a dual function—administrative and
symbolic—refilecting the legitimacy and public image of the bureaucracy. Policy implementation is
supported by formal regulations, experienced human resources, and relatively adequate
infrastructure. However, obstacles remain, including limited trained staft, a limited budget, and
suboptimal adaptation to the demands of digitalization and hybrid event management. The study
also found that innovations such as the development of e-protocol applications and the
implementation of digital service models contribute significantly to increasing efficiency and
transparency. These findings confirm that the success of protocol implementation is largely
determined by a combination of apparatus professionalism, technological support, and cross-sector
coordination. This study provides a theoretical contribution by positioning protocol within a policy-
based public service framework, while also providing practical recommendations for strengthening
bureaucratic reform in the digital era.
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan
keprotokolan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai
salah satu instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan
menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus kelembagaan, data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelayanan keprotokolan memiliki fungsi ganda, yaitu administratif
sekaligus simbolik, yang mencerminkan legitimasi dan citra birokrasi di mata publik. Implementasi
kebijakan didukung oleh regulasi formal, pengalaman sumber daya manusia, serta infrastruktur yang
relatif memadai. Namun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan pegawai terlatih, anggaran
yang terbatas, serta adaptasi yang belum optimal terhadap tuntutan digitalisasi dan penyelenggaraan
acara berbasis hybrid. Penelitian ini juga menemukan bahwa inovasi seperti pengembangan aplikasi
e-protokol dan penerapan model layanan digital berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi
dan transparansi. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi keprotokolan
sangat ditentukan oleh kombinasi profesionalisme aparatur, dukungan teknologi, dan koordinasi
lintas sektor. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan menempatkan keprotokolan dalam
kerangka pelayanan publik berbasis kebijakan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk
memperkuat reformasi birokrasi di era digital.
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PENDAHULUAN

Pelayanan keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama
dalam mendukung pelaksanaan fungsi pejabat negara dalam kapasitas representasi
kelembagaan. Keprotokolan bukan sekadar menyangkut tata tempat, tata upacara,
dan tata penghormatan, tetapi juga mencerminkan wibawa negara, legitimasi politik,
serta profesionalitas birokrasi. Dalam lingkup kementerian, fungsi keprotokolan
menjadi bagian integral dari pelayanan publik yang menentukan citra dan kredibilitas
lembaga di hadapan masyarakat maupun pemangku kepentingan lain (Setiyono,
2019).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan perumusan dan
sinkronisasi kebijakan pembangunan manusia serta kebudayaan. Untuk mendukung
tugas besar tersebut, diperlukan pelayanan keprotokolan yang profesional, tertib,
dan sesuai standar hukum. Peraturan Menteri Koordinator PMK Nomor 4 Tahun 2020
menegaskan peran Subbagian Protokol dalam menyelenggarakan urusan
keprotokolan dan mendukung perjalanan dinas pimpinan. Namun, dalam
implementasinya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi protokoler, kurang optimalnya pemanfaatan
sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi lintas unit (Suryani et al., 2023).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan keprotokolan seringkali
belum mampu memenuhi standar optimalitas, terutama pada acara berskala besar
yang melibatkan banyak pihak. Keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap
dinamika perubahan, khususnya dalam konteks digitalisasi birokrasi, membuat
keprotokolan menghadapi tantangan serius. Misalnya, dalam penyelenggaraan rapat
daring atau kegiatan hybrid, petugas protokol dituntut menguasai aspek teknis
digital, selain keterampilan komunikasi tatap muka (Arifin & Nugroho, 2022). Kondisi
ini menggarisbawahi perlunya evaluasi implementasi kebijakan keprotokolan di
Kemenko PMK.

Pentingnya penelitian ini semakin relevan mengingat keprotokolan bukan
hanya aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi politis dan sosial. Kualitas
keprotokolan mencerminkan kualitas pelayanan publik secara lebih luas, sejalan
dengan prinsip birokrasi modern yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas,
dan responsivitas (Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, kajian tentang
implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan di Kemenko PMK tidak hanya
bersifat praktis, melainkan juga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan
literatur kebijakan publik di Indonesia.

Dalam konteks birokrasi Indonesia, keprotokolan memiliki peran sentral
dalam menghubungkan interaksi pejabat negara dengan masyarakat, lembaga,
maupun organisasi internasional. Kemenko PMK, yang mengoordinasikan isu-isu
krusial seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial,
menjadi titik temu berbagai kepentingan lintas sektor. Kegiatan koordinasi tersebut
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menuntut pelayanan keprotokolan yang presisi, terencana, dan mampu
mengakomodasi keragaman aktor.

Selain itu, perkembangan digitalisasi pemerintahan menuntut keprotokolan
beradaptasi dengan model layanan baru. Perubahan pola acara yang dulunya
berbasis tatap muka kini banyak bergeser ke bentuk daring maupun hybrid. Dalam
situasi ini, petugas protokol tidak hanya bertugas mengatur tempat duduk dan tata
penghormatan, tetapi juga harus memastikan keterhubungan jaringan digital, tata
komunikasi virtual, serta protokol keamanan siber (Yuliani, 2020). Konteks ini
memperlihatkan transformasi substansial keprotokolan dari sekadar fungsi
administratif menjadi bagian integral pelayanan publik berbasis teknologi.

Konteks penelitian ini juga erat dengan upaya reformasi birokrasi di
Indonesia. Pemerintah menekankan pentingnya service excellence sebagai standar
pelayanan publik, termasuk dalam ranah keprotokolan. Menurut Osborne et al.,
(2016), pelayanan publik berkualitas lahir dari interaksi yang menciptakan nilai
antara pemerintah dan pengguna layanan. Dalam hal ini, pengalaman pejabat,
mitra, maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan resmi kementerian menjadi
indikator utama keberhasilan pelayanan keprotokolan.

Kajian akademik mengenai implementasi kebijakan keprotokolan dapat
dipahami melalui teori implementasi kebijakan publik. Edwards, (2017)
menyebutkan empat faktor penentu keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi menuntut adanya
kejelasan instruksi dan konsistensi informasi antar unit kerja. Kedua, sumber daya
menyangkut ketersediaan SDM kompeten dan sarana pendukung. Ketiga, disposisi
berhubungan dengan komitmen dan integritas pelaksana. Keempat, struktur
birokrasi mencakup mekanisme koordinasi dan hierarki.

Beberapa penelitian menunjukkan relevansi faktor-faktor tersebut dalam
konteks keprotokolan. (Fauzi et al., 2025) menegaskan bahwa kompetensi petugas
protokol merupakan faktor kunci keberhasilan, terutama dalam mengelola acara
kenegaraan yang kompleks. Putri & Santoso, (2021) menemukan bahwa
keterampilan komunikasi interpersonal petugas protokol berperan penting dalam
menjembatani koordinasi dengan pihak eksternal.

Selain itu, literatur menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung. Penelitian
Yuliani (2020) menunjukkan bahwa fasilitas teknologi informasi yang terbatas
menjadi penghambat utama fleksibilitas protokol di era digital. Sementara itu, studi
Arifin & Nugroho (2022) menggarisbawahi peran teknologi digital sebagai instrumen
baru dalam keprotokolan modern, terutama untuk kegiatan hybrid.

Dari perspektif pelayanan publik, Osborne et al. (2016) menekankan bahwa
pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif,
tetapi juga dari nilai yang dirasakan pengguna layanan. Dengan demikian, pelayanan
keprotokolan harus mampu memberikan pengalaman yang memuaskan bagi
pejabat, tamu, maupun masyarakat.
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Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: (1) Menganalisis
implementasi  kebijakan pelayanan keprotokolan di Kemenko PMK, (2)
Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan keprotokolan di
Kemenko PMK dan (3) Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan
kualitas dan efektivitas pelayanan keprotokolan dalam kerangka birokrasi modern
dan digital.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner dalam
menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan. Penelitian
sebelumnya cenderung hanya memfokuskan pada aspek seremonial atau
administratif, sedangkan penelitian ini menempatkan keprotokolan dalam kerangka
pelayanan publik berbasis kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
mendeskripsikan praktik keprotokolan, tetapi juga mengaitkannya dengan teori
implementasi kebijakan publik, pelayanan publik, dan manajemen organisasi.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan
keprotokolan pada dinamika digitalisasi birokrasi. Penekanan pada adaptasi protokol
dalam menghadapi perubahan teknologi menjadikan penelitian ini relevan dengan
isu kontemporer reformasi birokrasi di Indonesia.

Kontribusi praktis penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan berbasis bukti
empiris, yang diharapkan dapat menjadi landasan peningkatan kualitas keprotokolan
di Kemenko PMK. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis
sekaligus praktis dalam memperkuat literatur implementasi kebijakan publik di
bidang pelayanan keprotokolan.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan
studi kasus kelembagaan. Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian
yang berfokus menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan di
Kemenko PMK melalui pemahaman yang mendalam terhadap fenomena, aktor, dan
dinamika birokrasi yang berlangsung. Penelitian kualitatif dipandang sesuai karena
mampu menangkap kompleksitas interaksi antaraktor dalam konteks implementasi
kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018).

Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran kontekstual dan detail
tentang bagaimana kebijakan keprotokolan dijalankan, tantangan yang dihadapi,
serta faktor-faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti menganalisis hubungan antara aspek struktural, kultural,
dan teknis dalam pelayanan keprotokolan di lingkungan Kemenko PMK (Yin, 2017).

Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan fokus pada unit Subbagian
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Protokol yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan
keprotokolan. Subjek penelitian meliputi:
1. Pejabat struktural yang terlibat dalam koordinasi kebijakan keprotokolan.
2. Aparatur pelaksana protokol yang menangani kegiatan seremonial,
perjalanan dinas pimpinan, dan rapat kelembagaan.
3. Mitra eksternal yang berinteraksi dengan protokol Kemenko PMK, seperti
pejabat kementerian/lembaga lain dan penyelenggara acara.

Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang
dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait pelaksanaan keprotokolan. Teknik
ini lazim digunakan dalam penelitian kebijakan publik untuk memperoleh data yang
relevan dari aktor kunci (Palinkas et al., 2016).

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi tiga teknik utama:

Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara dilakukan terhadap pejabat dan petugas protokol dengan
pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memberikan keleluasaan menggali
pengalaman, persepsi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi
kebijakan keprotokolan (Kallio et al., 2016).

Observasi partisipatif

Peneliti mengikuti beberapa kegiatan resmi Kemenko PMK, baik bersifat tatap
muka maupun daring/hybrid, untuk mengamati praktik keprotokolan secara
langsung. Observasi ini memungkinkan pengumpulan data naturalistik tentang
interaksi, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi dalam acara protokoler (Spradley,
2016).

Analisis dokumen

Dokumen vyang dianalisis mencakup regulasi keprotokolan, standar
operasional prosedur, laporan kegiatan, serta arsip internal. Analisis dokumen
membantu menilai kesesuaian antara norma kebijakan dan praktik implementasi di
lapangan (Bowen, 2009).
Triangulasi data dari berbagai sumber ini meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil
penelitian.

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dilakukan dalam empat tahap:
1. Tahap persiapan. Peneliti menyusun desain penelitian, pedoman
wawancara, dan instrumen observasi. Selain itu, dilakukan pengurusan izin
penelitian ke Kemenko PMK.
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2. Tahap pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan
pengumpulan dokumen selama periode tiga bulan.

3. Tahap analisis data. Data yang terkumpul ditranskrip, dikoding, dan
dianalisis menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis).

4. Tahap verifikasi. Hasil analisis didiskusikan kembali dengan informan kunci
melalui teknik member checking untuk memastikan akurasi temuan (Birt et
al., 2016).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang
memungkinkan identifikasi pola, kategori, dan tema utama terkait implementasi
kebijakan keprotokolan. Tahapan analisis meliputi:

1. Familiarisasi data: membaca transkrip wawancara, catatan observasi, dan
dokumen untuk memahami konteks keseluruhan.

2. Pengkodean awal: menandai unit-unit data yang relevan, seperti
hambatan koordinasi, keterbatasan sarana, atau praktik inovatif.

3. Pencarian tema: mengelompokkan kode menjadi tema yang lebih luas,
misalnya “kompetensi SDM,"” “pemanfaatan teknologi digital,” dan “koordinasi
lintas unit.”

4. Peninjauan tema: mengevaluasi konsistensi tema dengan data yang ada.

. Definisi dan penamaan tema: menyusun narasi tematik yang menjawab
pertanyaan penelitian.
Metode analisis ini dianggap tepat karena fleksibel dan mampu
menghubungkan data empiris dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik
(Nowell et al., 2017).

ul

Uji Keabsahan Data
Untuk memastikan keabsahan temuan, digunakan empat kriteria
trustworthiness menurut Guba & Lincoln, (1985), yaitu:
o Credibility: dicapai melalui triangulasi sumber, metode, dan member
checking.
« Transferability: dijaga dengan deskripsi kontekstual yang detail agar hasil
dapat diaplikasikan pada setting serupa.
« Dependability: dilakukan audit trail terhadap seluruh proses penelitian.
« Confirmability: dicapai dengan menjaga objektivitas peneliti melalui refleksi
kritis.

Pertimbangan Etis
Penelitian dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, antara lain:
o Mendapat persetujuan resmi dari Kemenko PMK.
« Menjaga kerahasiaan identitas informan.
« Menggunakan data hanya untuk tujuan akademik.

72
Implementasi Kebijakan Pelayanan Keprotokolan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
(Ricki Hendriyana)



Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 11, No. 2, Desember 2025, hal. 67-78

Prinsip ini sejalan dengan etika penelitian sosial yang menekankan pada
informed consent, kerahasiaan, dan non-maleficence (Israel, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Profil Layanan Keprotokolan

Penelitian ini menemukan bahwa layanan keprotokolan di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
memiliki fungsi strategis sebagai wajah organisasi di mata publik. Keprotokolan
berfungsi untuk mengatur acara kenegaraan, koordinasi lintas kementerian, tata
tempat, tata urutan, serta menjaga citra kelembagaan dalam acara nasional maupun
internasional. Data hasil wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan staf
pelaksana protokol menunjukkan bahwa layanan ini tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga simbolik, karena mencerminkan martabat institusi dan
legitimasi pemerintah.

Struktur organisasi keprotokolan telah ditetapkan melalui unit khusus yang
bertugas mendukung agenda pimpinan. Fungsi ini semakin kompleks ketika
Kemenko PMK harus berkoordinasi dengan berbagai kementerian teknis dalam
rangkaian acara besar, seperti peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Olahraga
Nasional, serta acara multilateral dengan lembaga internasional. Temuan
menunjukkan bahwa unit protokol berperan sebagai jembatan koordinasi yang
memastikan kelancaran agenda lintas kementerian.

Tabel 1. Peran Utama Unit Keprotokolan di Kemenko PMK
| Peran | Aktivitas Utama

]Pengaturan AcaraH Penyusunan jadwal, tata tempat, dan tata urutan acara resmi

|
|
] Koordinasi H Fasilitasi komunikasi lintas unit dan antar-kementerian \
] Representasi HMenjaga citra kementerian dalam forum nasional dan internasional\
] Administrasi H Dokumentasi, surat menyurat, dan pelaporan protokol \
| Inovasi H Pemanfaatan aplikasi e-protokol untuk manajemen kegiatan \

Hasil survei internal menunjukkan bahwa 68% responden menilai layanan
keprotokolan di Kemenko PMK sudah berjalan baik, meskipun masih terdapat ruang
perbaikan terutama pada aspek digitalisasi. Sebanyak 70% kegiatan masih dilakukan
tatap muka langsung, sementara 30% sisanya mulai mengadopsi sistem daring.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan terbagi ke
dalam tiga kategori utama: regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Regulasi menjadi dasar legitimasi pelaksanaan, khususnya dengan adanya Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang memberikan pedoman
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baku bagi kementerian. Selain itu, dukungan Peraturan Presiden terkait tata kerja
kementerian menjadi acuan operasional pelaksanaan teknis.

Pada aspek SDM, sebagian besar pegawai protokol memiliki pengalaman
panjang di birokrasi dan pernah terlibat dalam penyelenggaraan acara besar.
Kompetensi ini menjadi faktor penting karena protokol harus mampu beradaptasi
dengan berbagai situasi, termasuk kondisi darurat. Adapun dari sisi infrastruktur,
Kemenko PMK telah dilengkapi dengan ruang rapat representatif, perangkat audio-
visual modern, serta fasilitas konferensi daring yang memungkinkan
penyelenggaraan acara hybrid.

Hambatan Implementasi

Meskipun terdapat faktor pendukung, implementasi kebijakan keprotokolan
juga menghadapi berbagai hambatan. Pertama, keterbatasan SDM terlatih. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa hanya 40% staf protokol yang mengikuti pelatihan
resmi dalam lima tahun terakhir. Hal ini berdampak pada variasi kualitas
pelaksanaan acara. Kedua, keterbatasan anggaran, terutama dalam mendukung
acara internasional yang menuntut standar protokol tinggi. Ketiga, keterbatasan
adaptasi teknologi. Sebagian pegawai masih kesulitan menggunakan aplikasi e-
protokol. Keempat, kendala koordinasi lintas sektor, karena birokrasi antar-
kementerian memiliki aturan berbeda yang kadang memperlambat pengambilan
keputusan.

Inovasi dalam Layanan Keprotokolan

Inovasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas layanan. Salah
satu inovasi utama adalah pengembangan aplikasi e-protokol yang
memungkinkan pengelolaan jadwal, distribusi undangan, hingga monitoring
kehadiran tamu secara digital. Aplikasi ini terbukti mengurangi beban administrasi
manual hingga 35%. Selain itu, penerapan model protokol hybrid memadukan
pertemuan tatap muka dengan konferensi daring, sehingga mempermudah
partisipasi lintas wilayah.

Temuan lain menunjukkan bahwa penggunaan media sosial resmi Kemenko
PMK juga berfungsi sebagai saluran komunikasi tambahan untuk publikasi acara
resmi. Dengan strategi ini, keprotokolan tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga bertransformasi menjadi bagian dari manajemen komunikasi publik.

Pembahasan
Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Edwards III

Kerangka teori implementasi kebijakan dari Edwards III menekankan empat
variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarunit di Kemenko PMK relatif efektif,
meskipun kendala koordinasi antar-kementerian masih terjadi. Sumber daya
manusia sudah memadai, tetapi membutuhkan pembaruan keterampilan digital.
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Disposisi pegawai menunjukkan komitmen positif, sementara struktur birokrasi yang
hierarkis terkadang memperlambat keputusan (Nugroho, 2017). Hal ini menegaskan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keprotokolan dipengaruhi oleh
keseimbangan keempat variabel tersebut.

Profesionalisme dan Kompetensi SDM

Profesionalisme menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan protokol.
Penelitian ini menemukan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan protokoler
internasional lebih adaptif dalam merespons perubahan standar acara. Hal ini selaras
dengan penelitian (Alhassan et al.,, 2020) yang menegaskan bahwa pelatihan
berkelanjutan berkontribusi langsung pada efektivitas implementasi kebijakan.
Dengan demikian, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan pelatihan intensif
menjadi strategi penting untuk memperkuat profesionalisme pegawai protokol.

Digitalisasi dan Transformasi Pelayanan

Digitalisasi terbukti mendorong transformasi layanan keprotokolan. Data
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-protokol memangkas rata-
rata waktu persiapan acara dari 14 hari menjadi 9 hari. Hal ini sejalan dengan studi
Lee & Kim, (2022) yang menunjukkan bahwa adopsi digital dalam pelayanan publik
meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, penerapan acara hybrid
memberikan akses partisipasi lebih luas tanpa batasan geografis. Digitalisasi juga
meningkatkan akuntabilitas karena seluruh proses terdokumentasi secara otomatis.

Implikasi terhadap Reformasi Birokrasi

Keberhasilan inovasi dalam layanan keprotokolan berimplikasi pada reformasi
birokrasi. Peningkatan kualitas layanan bukan hanya memperkuat citra
kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja
pemerintah. Sebagaimana ditegaskan Dwiyanto, (2018), reformasi birokrasi hanya
dapat tercapai apabila pelayanan publik ditingkatkan secara konsisten. Dengan
demikian, perbaikan berkelanjutan dalam keprotokolan berkontribusi langsung pada
terwujudnya prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan
efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan keprotokolan di Kemenko PMK sudah berjalan cukup efektif, meskipun
masih menghadapi sejumlah tantangan. Faktor pendukung utama adalah regulasi,
SDM kompeten, dan infrastruktur, sementara hambatan terbesar adalah
keterbatasan SDM terlatih dan adaptasi teknologi. Inovasi digital menjadi terobosan
penting dalam meningkatkan efisiensi layanan. Penelitian ini memperkuat literatur
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor
komunikasi, sumber daya, dan inovasi teknologi.
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SIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan di
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
menunjukkan bahwa layanan keprotokolan memiliki posisi strategis tidak hanya
sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai representasi wibawa negara,
citra kelembagaan, serta legitimasi birokrasi di mata publik. Temuan penelitian ini
menegaskan bahwa secara umum kebijakan keprotokolan telah terlaksana dengan
cukup efektif, ditopang oleh landasan regulasi yang jelas, pengalaman aparatur,
serta dukungan infrastruktur yang memadai. Meskipun demikian, efektivitas
tersebut masih dibayangi oleh hambatan nyata berupa keterbatasan sumber daya
manusia terlatih, keterbatasan anggaran, serta tantangan adaptasi terhadap
digitalisasi yang menuntut kompetensi baru dari para petugas protokol. Dalam
kerangka teori implementasi kebijakan publik Edwards III, faktor komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terbukti berpengaruh signifikan, di
mana komunikasi internal berjalan relatif baik, tetapi struktur birokrasi yang hierarkis
dan disparitas kapasitas teknologi masih memperlambat responsivitas organisasi.

Berdasarkan analisis mendalam, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan
keprotokolan modern tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tata acara dan tata
tempat, melainkan juga oleh kemampuan inovasi dalam memanfaatkan teknologi
digital serta profesionalisme aparatur. Digitalisasi terbukti mampu mempercepat
persiapan acara, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses partisipasi dalam
forum daring maupun hybrid. Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM melalui
pelatihan berkelanjutan, integrasi aplikasi e-protokol yang lebih adaptif, dan
peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci strategis dalam mengatasi
hambatan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan keprotokolan telah
bergerak dari sekadar fungsi seremonial menuju dimensi pelayanan publik yang
responsif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar Kemenko PMK secara
konsisten melakukan investasi dalam pengembangan kompetensi pegawai protokol,
khususnya keterampilan digital, manajemen komunikasi lintas budaya, serta
penguasaan standar internasional. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran berbasis
kebutuhan, penguatan sistem koordinasi antar-kementerian, serta perumusan
standar operasional prosedur adaptif terhadap perubahan teknologi perlu menjadi
prioritas. Dari sisi inovasi, integrasi layanan keprotokolan dengan platform
komunikasi publik kementerian akan memperkuat fungsi protokol tidak hanya
sebagai pengatur tata acara, tetapi juga sebagai fasilitator interaksi kelembagaan
dengan masyarakat.

Novelty penelitian ini terletak pada penempatannya terhadap keprotokolan
sebagai bagian integral dari pelayanan publik berbasis kebijakan, bukan sekadar
aktivitas administratif atau seremonial. Pendekatan multidisipliner yang digunakan
telah memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keprotokolan
sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, profesionalisme aparatur, dan inovasi
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digital. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual baru
mengenai keprotokolan dalam perspektif kebijakan publik, tetapi juga menghasilkan
rekomendasi praktis yang relevan dengan konteks reformasi birokrasi di era digital.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik
sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan di Indonesia.
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